Boalemo Kembali Raih Opini WTP atas LKPD 2024

FENYEHAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI GERONTALO TA 2024

https://www.rri.co.id/keuangan/1528595/boalemo-kembali-raih-opini-wip-atas-lkpd-2024

KBRN, Gorontalo - Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali mencatatkan prestasi membanggakan
dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan tersebut
diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, kepada Bupati Boalemo,
Drs. Rum Pagau, di ruang auditorium BPK, Senin (19/05/25).

Bupati Boalemo Rum Pagau menyebut, pencapaian Opini WTP yang konsisten ini menunjukkan
komitmen Pemerintah Boalemo untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Dengan
transparansi yang tinggi dan pengelolaan yang baik, diharapkan dapat memperkuat fondasi
pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Boalemo.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang kesekian kalinya. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan tentunya menjadi
bukti komitmen kami dalam mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya,” ungkap Rum Pagau

Namun, Bupati Pagau juga menegaskan, pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban
yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang lebih akuntabel, transparan, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

“WTP yang kami peroleh bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk
mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih akuntabel,
transparan, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Opini WTP yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo juga menunjukkan pengelolaan
keuangan daerah telah dilakukan dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Bupati berharap, dengan
pencapaian ini, kualitas pengelolaan keuangan daerah akan terus meningkat.
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"Saya berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Boalemo terus
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan anggaran. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kami yakin tujuan pembangunan yang

berpihak pada masyarakat bisa tercapai secara optimal," ucap Bupati.

Sumber Berita:

https://www.rri.co.id/keuangan/1528595/boalemo-kembali-raih-opini-wtp-atas-lkpd-2024 [diakses

pada 21 Mei 2025].

Catatan:

1. Undang — Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, mengatur bahwa:

a.

Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan.

Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk
melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah memuat opini.

Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima.

2. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa:

a.

Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan
atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan
keuangan negara.

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka
untuk umum.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur
bahwa:

a.

Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan
proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan
sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD
sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 191 ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
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